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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Tanggung jawab hukum yang timbul ketika terjadi kecelakaan angkutan 

travel ada pada perusahaan angkutan travel dan juga pengemudi. Bagi pengemudi 

travel yang secara langsung menyebabkan kecelakaan bertanggung jawab secara 

pidana bukan perdata. Terjadinya kecelakaan travel mewajibkan perusahaan 

angkutan travel bertanggung jawab untuk mengganti kerugian sesuai dengan 

perjanjian pengangkutan yang ada dengan didasari oleh prinsip presumption of 

liability. Tanggung jawab tersebut pada dasarnya secara wajib telah diasuransikan, 

sehingga perusahaan angkutan travel dapat mengajukan klaim asuransi atas 

kerugian yang diderita kemudian memberikannya kepada penumpang yang 

dirugikan. Tidak dipenuhinya tanggung jawab tersebut, maka penumpang dapat 

menempuh upaya hukum. Selain itu penumpang juga akan memperoleh santunan 

dari Jasa Raharja sebagai jaminan sosial oleh negara. Namun santunan yang 

didapatkan tersebut tidak menggugurkan tanggung jawab hukum bagi perusahaan 

angkutan travel. Selain itu mengenai travel yang bergerak tanpa izin, maka timbul 

konsekuensi bagi penumpang bahwa prinsip tanggung jawabnya berubah menjadi 

liability based on fault serta penumpang tidak akan memperoleh santunan Jasa 

Raharja. 

Belum ada kepastian hukum dalam pemberian jumlah ganti kerugian 

apabila terjadi kecelakaan travel. Telah disebutkan di dalam Pasal 192 ayat (5) 

UULLAJ mengenai ketentuan batasan ganti kerugian yang akan diatur lebih 
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spesifik di dalam Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini belum ada Peraturan 

Pemerintah yang mengatur mengenai hal tersebut. Ketidakpastian tersebut 

membuat perusahaan angkutan travel dapat menentukan jumlah ganti kerugiannya 

sendiri dalam klausula perjanjian tanpa sepengetahuan penumpang, maka dari itu 

perlu dilihat dari klausula perjanjian yang dibuat oleh perusahaan angkutan travel 

yang tentunya tanggung jawabnya akan berbeda-beda satu sama lain. Apabila tidak 

ditetapkan sendiri dalam klausula maka dalam menetapkan jumlah ganti kerugian 

menjadi tugas dan wewenang bagi hakim untuk menentukan jumlah yang 

memenuhi aspek keadilan maupun kemanfaatan jikalau permasalahan sampai pada 

pengadilan. 

B. Saran 

1.  Bagi pemerintah 

Terhadap pemerintah agar lebih memberikan pengawasan terhadap jalannya 

penyelenggaraan angkutan umum khususnya angkutan travel darat. Pengawasan ini 

diperlukan guna meminimalisir penyelenggaraan angkutan travel ilegal yang 

membuat kerugian lebih besar bagi penumpang apabila terjadi kecelakaan lalu 

lintas. Selain itu juga perlu ditetapkan batasan ganti kerugian dalam Peraturan 

Pemerintah yang harus diberikan kepada penumpang yang dirugikan sebagai tindak 

lanjut dari Pasal 192 ayat (5) UULLAJ. Hal tersebut guna memberikan kepastian 

hukum bagi penumpang dan perusahaan angkutan travel berkaitan dengan jumlah 

ganti rugi yang harus diberikan. 
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2. Bagi perusahaan angkutan travel 

Penyelenggaraan angkutan travel harus mengedepankan keselamatan 

penumpang. Termasuk dalam memperhatikan legalitasnya sehingga mendapat 

pengawasan langsung dari pemerintah. Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang 

menyebabkan luka atau kematian bagi penumpang, maka sudah sepantasnya 

perusahaan memberikan ganti kerugian kepada penumpangnya. Hal tersebut sudah 

menjadi tanggung jawab hukum bagi perusahaan angkutan travel sesuai dengan 

ketentuan UULLAJ. Untuk menjamin tanggung jawab tersebut, maka perusahaan 

harus mencantumkan tanggung jawabnya dalam klausula perjanjian yang diketahui 

pula oleh penumpang. 

3. Bagi masyarakat 

Masyarakat dalam memilih angkutan travel harus lebih teliti khususnya 

dalam membedakan antara angkutan travel berizin dengan angkutan travel tidak 

berizin. Terhadap konsekuensi yang telah diuraikan tersebut maka dianjurkan untuk 

selalu menggunakan jasa angkutan travel berizin. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu 

lintas maka penumpang akan mudah memperoleh santunan Jasa Raharja dan juga 

berhak mendapatkan ganti kerugian dari perusahaan angkutan travel. Apabila tidak 

memperoleh ganti kerugian maka penumpang yang dirugikan atau ahli warisnya 

dapat menempuh upaya hukum yang ada baik upaya hukum alternatif maupun 

upaya melalui pengadilan.
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